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Operasi Militer TNI di Takengon
Telah Mengakibatkan Memburuknya Kondisi Acch Tengah

Intruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 04 Tahun 2001 tentang langkah-

langkah Komprehengif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh, telah ditandatangani sejak

11 April 2001 lalu, Igngkap dengan penggelaran pemulihan keamanan di Aceh. Meskipun kritik

&f* dan tuntutan peninjguan kembali Inpres yang menyertakan operasi militer telah disampaikan

banyak pihak, termaguk elemen masyarakat Acch sendiri, karena hal ini dianggap merupakan

kg titk mundur dari proses penyelesaian Acch yang selama ini telah dibangun, tampaknya
¢ pemerintah toh tetap/memberlakukan Inpres tersebut.

Kenyataan ydng terlihat di Aceh sckarang telah membuktikan bahwa argumen yang

. dibangun pemerintalf bahwa Inpres tersebut merupakan upaya mempercepat perbaikan kondisi

Aceh ternyata salah, Kondisi Aceh, terutama kondisi kemanusian semakin memburuk sejak

operasi militer kembali digelar. Memburuknya kondisi kemanusiaan Aceh sudah tidak bisa

ditutup-tutupi dari pgnglihatan publik, dimana hampir sctiap hari fakta-fakta kekerasan di Acch
whacul dalam pembgritaan-pemberitaan media.

. .Banyak fakta-fakta mencurigakan yang dimanipulasi sehingga mengesankan bahwa
G4M merupakan satu-satunya pelaku dan penyebab terjadinya tindak kekerasan berupa
pembunuhan, penyiksaan dan perusakan harta benda penduduk Takengon. Di Takengon, Aceh
Tengah, dari hasil inyestigasi yang dilakukan, Kontras menemukan fakta bahwa memburuknya
kondisi kemanusiaan |di wilayah tersebut ternyata merupakan imbas dari operasi militer yang di
gelar di sana. :

Kronologis

2] Mei 2001

“% Aparat Brimob mendatangi desa Lukop Sabun, kec. Bukit setelah schari sebelumnya terjadi

. kontak senjata di kawasan tersebut. Aparat memukul 2 warga dan membawa 2 warga lainnya,
© vang belum diketahui/nasibnya hingga saat ini..

22 Mei 2001
lam hari, keluargg Mulyada (30) yang tiggal di desa Berawang, Kec. Ketol, Kab. Aceh
Tengah didatangi kawanan Orang Tak Dikenal (OTK) yang memaksa masuk ke rumah dan
¢ memerintahkan Mulyana sekeluarga keluar rumah. Pagi hari (23/5), Mulyana beserta istri dan
= aMfknya ditemukan tewas,

25 Mei 2001
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Ditemukan 2| mayat yang tidak diketahui Identitasnya di jalan Takengon-Bireun KM 92 dalam
kondisi yang menunjukkan bekas siksaan.

—
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6 Juni 2001
Pukul 16.00 \WIB terjadi kontak senjata di desa Buntul Kemumu, kec. Bandar antara aparat

TNI/Polri danf GAM yang mengakibatkan 39 rumah penduduk terbakar.

7 Juni 2001
Terdengar reftetan tembakan senjata api di daerah Buntul Kemumu, sejak pukul 16.00 WIB

= hingga pukul 02.00 dinihari. Dua buah sekolah dasar terbakar dan jalur transportasi bus berhenti
A total.
Terjadi aksi pembakaran rumah penduduk di desa Pantan Luas, Ronga-ronga Kec. Timang
Gajah, Aceh Tengah oleh kawanan Orang Tak Dikenal (OTK) yang memakai seragam militer,
bersenjata api laras panjang, dan menggunakan penutup muka (topeng) setelah sebelumnya
mengusir warga. Kejadian berlangsung pukul 01.00 WIB dinihari.

8 Juni 2001
Menurut keterangan, tercatat 26 rumah hangus terbakar dan 267 jiwa mengungsi akibat

peristiwa malam sebelumnya. Akibat pembakaran tersebut, rasa saling curiga antara penduduk
yang berasal dari suku jawa terhadap penduduk lainnya yang berasal dari Aceh pesisir dan
Gayo. Terjadi penembakan terhadap seorang penduduk Balang Mancung oleh kawanan Orang
Tak Dikenal. Mayatnya ditemukan di belakang Puskesmas Balang Mancung pukul 08.00 WIB.

9 Juni 2001
Pukul 13.00 WIB, terdengar rentetan tembakan di desa bangkaran Batu, kec. Bandar.

Pukul 16.00 , 4 warga desa Pondok Baru dan desa Keramat Jaya hilang ketika mengambil
kayu bakar ke kebun. Sehari sebelumnya ada pengumuman yang melarang penduduk untuk ke
tersebut dikeluarkan karena aparat TNI/Polri akan melakukan pengejaran

- Pukul 19.30 WIB terjadi kontak senjata antara aparat dan GAM di SLTPN | Bandar, Mapolsek |
« dan Makoramil Bandar. 1 anggota Brimob tewas dan 3 anggota TNI luka-luka. Aparat melarang .
masyarakat ke Kebun karena mereka sedang melakukan pengejaran terhadap GAM. [
Pada pukul 00.30 WIB, terdengar rentetan tembakan di desa Cemparan, Desa Wonosari, Desa :
Blang Jorong, dan Desa Pondok Sayur, Kec. Bandar. Beberapa rumah penduduk yang rata-rata
berasal dari suk jawa terbakar.
Pukul 11.00 WIB terjadi penangkapan 5 orang penduduk oleh GAM yang hingga saat ini tidak
diketahui nasibnlya. e

10 Juni 2001 '
Pukul 18.30 WIB arus pengungsi dengan truk dan bus umum memasuki kota Takengon. Jumlah |
mereka tercatat 396 jiwa. ] '
Pukul 19.00 WIB terjadi kontak senjata antara aparat gabungan TNI/Polri dengan GAM di '-
terminal bus takdngon yang mengakibatkan | warga sipil terluka,

Pukul 24.00 di desa Pondok Baru terdengar rentetan tembakan yang menyertai terbakarnya satu

SD Negeri dan perumahan guru.

11 Juni 2001

4 Masyarakat desa Suka Karya, kec. Timang Gajah mengungsi ke kota Takengon setelah diancam
dan diteror oleh [kawanan Orang Tak Dikenal (OTK) yang bersenjata api laras panjang dan
bertopeng. OTK |tersebut mengancam akan membunuh dan membakar rumah mereka serta
melarang untuk njemetik hasil kebun.

}
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Ditemukan 4 |mayat warga desa Pondok Baru dan Desa Keramat Jaya yang sebelumny..
diberitakan hilang pada tanggal 9 Juni 2001, dan 5 mayat dari desa Bener Kalipah, kec, Bandar.

12 Juni 2001
Terjadi pengungsian besar-besaran ke ibukota Aceh Tengah, yang berasal dari Kec. Bandar
dimana terjadi pertempuran antara TNI/Polri dan GAM dalam seminggu ini.
Satu Pick up L} 300 distop kawanan Orang Tak Dikenal (OTK) yang mengendarai motor dan
bersenjata lara panjang di desa Ise-ise, kec. Linge. 5 penumpangnya tewas dan | dirawat di
rumah sakit Mddan.

“Pukul 12.00 WIB 2 penduduk desa Reje Wali, kec. Ketol dibawa kawanan Orang Tak Dikenal

(OTK).

Dari kropologi diatas terlihat bahwa, Pemaksaan penyelesaian Aceh melalui Inpres yang
melegitimasi operasi militer telah meningkatkan berbagai aksi kekerasan, yang dilakukan oleh
elemen-elemen bersenjata di Acel (TNV/Polri, para-militer, GAM, atau kelompok bersenjata
yang tidak teridentifikasi).

Elemen-glemen bersenjata tersebut berlindung dalam argumentasi bahwa mereka
terancam, disergng, atau tidak bertanggungjawab terhadap peristiwa-peristiwa kekerasan yang
terjadi dan mempkan korban.

- Sementaga masyarakat sipil Aceh menjadi terpecah belah, baik dengan sentimen pro dan
anti GAM, setuju atau tidak setuju dengan pelaksanaan Inpres, atau sentimen dan stereotip
asyarakat dari suku Aceh dengan suku pendatang. Pertikaian antar elemen
bersenjata telah menyeret masyarakat Aceh untuk terlibat, sukarela atau pun 'terpaksa’, di bawah
tekanan, teror dah ketakutan, Peran g diskursus anti militer (-isme) Indonesia antara GAM, NGO
Acch, dan masyarakat Aceh memasuki babak baru dalam kekeruhan situasi umum Aceh.

3 Operasi militer telah memberikan perlindungan terhadap aparat TNI/Polri dari jerat
B hukum terhadap |akibat-akibat yang ditimbulkan selama operasi. Dengan arogan, TNI meng-
B klaim tidak pernah salah sasaran dan melakukan tindakan yang membahayakan masyarakat sipil.

i Begitu pula GAM, dengan dalih berjuang untuk integritas Aceh Yang bermasalah scjak 1873,
h dimana Belanda kemudian menyerahkan Acch kepada Indonesia tanpa persetujuan rakyat Aceh,
£ mereka juga melakukan berbagai tindakan-tindakan yang memberikan ekses kepada masyarakat
sipil, seperti peny rangan dan perusakan.

rhana dampak dari pelaksanaan Inpres No. 4/2001 ialah:

Secara sed

Digelar kembali operasi militer di Aceh dengan
nama operasi Rajawali yang melibatkan hampir
seluruh satuan organik TNI/Polri

% | InpresNo. 04 Meningkatkan berbagai aksi kekerasan dengan
 Tahun 2001 <] perlawanan bersenjata, yang dilakukan oleh
clemen-elemen bersenjata di Aceh

- e

5 Terpecah belahnya masyarakat sipil Aceh
dengan sentimen pro dan anti GAM, setuju atau
tidak setuju dengan pelaksanaan Inpres, atau

sentimen dan stereotip negatif antara masyarakat
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Rekomendasi

Dengan melihat perkembangan Aceh yang semakin memburuk Kontras merekomendasikan,
Pertama: Segera dilakukan gencatan senjata untuk menghentikan kekerasan di Acch.
aKedua: Mendesakl semua pihak untuk kembali ke meja perundingan.

Ketiga: Menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap jatuhnya korban masyarakat sipil.
+ Terutama melakukan penyelidikan terhadap berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di Aceh

sejak Inpres diterbjitkan. :

Jakarta, 13 Juni 2001-06-13

Badan Pekerja Kontras

Koordinator

v




.

Tabulasi Korban Kekerasan di Aceh
Periode 11 April - 11 Juni 2001

Keterafgan April Mei Juni_ | Total
Berdasarkan Kabupaten
. |Aceh Utara 12 7 3 22
L JAce Timur 11 0 2 13
-~ jAceh Selatan 1 2 0 3
* |Aceh Barat 7 7 0 14
. |Aceh Besar 4 1 0 5
- JAceh Tengah 0 0 15 15
-~ [Pidie 8 3 0 11
== |Aceh Jeumpa 4 6 2 12
—  [Banda Aceh 1 1 1 3
3 Total 48 27 23 98
* Berdasarkan Jenis Pelanggaran HAM
~ |Penghilangan Orang Secara . 1 o
- |Paksa ' 10
Pembunuhan Dildar Proses
gt 28 14 12 54
Penahanan Semena-mena 10 6 2 18
Penganiayaan 11 9 8 28
% Tota| 56 30 24 110
- |* Berdasarkan Péiaku
[TNI/Polisi 7 15 4 26
TNI 7 1 2 10
Polisi 6 3 0 9
- [GAM S 7 3 4 14
. [Unknown 26 8 14 48
Total 53 30 24 107
* Berdasarkan Kdndisi Korban
Tewas 38 19 34 91
Luka 22 64 13 99
Hilan 7 1 9 17
[Tangkap 11 27 5 43
“Total 78 111 61 250
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SIARAN PERS
No. 23/SP-Kontras/V/01

Tentang

Kemunduran Proses Penyelesaian Aceh
Akibat Inpres No. 4 Tahun 2001

Intruksi [Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 04 Tahun 2001 tentang
Langkah-langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh telah
ditandatangani (11 April 2001 lalu, dalam kondisi dimana upaya penyelesaian problem
Aceh melalui dialog mulai mengalami. kemunduran yang paling tajam sepanjang tahun
2001. Kemunculan Inpres tersebut pada akhirnya mengundang kritik tajam banyak
kalangan terhadap keberadaan operasi militer yang menyertainya, yang kemudian
memunculkan (lugaan bahwa Inpres tersebut telah memuat kepentingan-kepentingan
yang bermaksyd memundurkan upaya penyelesaian Aceh yang selama ini sudah

W dibangun.
\ Kontras melihat bahwa kecenderungan akan dilaksanakannya "Operasi Keamanan"
di Aceh sebendrnya sudah terlihat dengan dilatihnya beberapa kompi pasukan Kostrad
* dan satuan lainnya di Markas Korps Kopassus dua bulan sebelum ditandatanganinya
* Inpres No 4/2001. Indikasi ini semakin transparan ketika desakan dari pihak TNI semakin
menguat bahwa mereka akan membantu mengamankan Aceh, sementara pemerintah
upaya penyelesaian melalui dialog. Berikut ini adalah pernyataan-

2. 14 Maret 2§01: Menteri Pertahanan M. Mahfud MD: menyatakan bahwa pemerintah
sudah memutuskan untuk menganggap persoalan Aceh sparatis atau makar.
"Dengan keputusan itu segera dilanjutkan pengiriman pasukan kecil untuk melawan.
Tidak ada hukum internasional yang melarang pemerintah mengambil tindakan."

3. 15 Maret 2001: KSAU Marsekal Hanafie Asnan menyatakan TNI AU siap membantu
7 pelaksanaan| operasi militer terbatas di di' Aceh untuk menghancurkan GAM. "Saat
ini memang tengah disusun rencana operasi militer terbatas dimana ikut dibahas

peta kekuatan yang akan dilibatkan dan bagaimana realisasi pengoperasiannya.”




legitimasi politik {lan moral dari sebanyak mungkin unsur-unsur negara, sebagai cara
menghindar  dari| tuntutan pertanggungjawaban terhadap  konsekuensi operasi,
sebagaimana telalj terjadi pada keputusan penerapan status Daerah Operasi Militer
(1989-1998).  Dpkungan-dukungan terhadap  inpres ini menunjukkan adanya
ketidakpekaan terhadap persoalan Aceh, dimana ‘pemerintah’ dan militer bermaksud
menggunakan pehdukung-pendukung gagasan ini sebagai tameng dari tuntutan
pertanggungjawabgn. Apalagi DPR sebelum menyetujui Inpres tersebut tidak pernah
melakukan dengar pendapat dengan masyarakat, khususnya rakyat Aceh yang akan
menjadi korban jikj Inpres ini berlaku nantinya.

Hal yang paling mencolok dari adanya Inpres ini adalah dinafikannya dokumen-
dokumen hasil pefundingan Pemerintah RI dan GAM baik pada tataran ide, maupun
ketentuan yuridisnya, seperti hasil kesepakatan Jeda Kemanusiaan dan kesepakatan
pelaksanaannya tegkait crat dengan aspek-aspek yang diatur dalam Inpres ini. Hal-hal
seperti pengaturan| keamanan dan rehabilitasi sosial telah diatur dan disepakati dalam
Jeda Kemanusiaan hamun diabaikan begitu saja oleh Inpres ini.

Melihat catatan-catatan di atas Kontras menyatakan bahwa:

I Intruksi Presiden No 4 Tahun 2001 jelas merupakan sebuah keputusan politik yang
dimenangkan 9leh salah satu kelompok kepentingan di lingkungan negara di tengah
ketidakharmonfsan hubungan antar instrumen kekuasaan. Dalam penyelesaian
persoalan Acel), sabotase terhadap gagasan-gagasan untuk terus melanjutkan upaya

dialog justru

TNI melalui P|

untuk mendes
ke Aceh d

ilakukan oleh para pengambil keputusan dimulai dari lingkungan

sekaligus melakukan kompromi politik dengan militer dan Polri.
tan dialogis dianggap terlalu bertele-tele, maka dimunculkan gagasan
sebagai solusi instant beserta alasan-alasan untuk membuktikan
dialog yang sekaligus menujukkan ketidakmampuan pemerintah.
gkostrad Ryamizard ngotot untuk diberlakukannya operasi militer.

Menteri-menteti yang gagal mendesakkan operasi militer mencari legitimasi DPR

Presiden agar menyetujui operasi militer. TNI akhirnya berangkat
an legitimasi yang diperjuangkan otoritas sipil melalui Menteri

Pertahanan Mahfud MD.

II. Telah terjadi
rangka meraih

bagian dari t

hegemoni ideologi militer di masyarakat secara sistematis dalam
dukungan publik terhadap pelaksanaan operasi militer yang mefijadi

ya Inpres --lihat statemen-statemen pra dan paska turunnya Inpres.

Hegemoni ideglogi tersebut telah memanfaatkan celah nasionalisme sempit publik

dan cara pan
gagasan operas

chauvinistik politisi sipil kita, sehingga mereka meng-amin-i
militer di Aceh demi integrasi bangsa, meskipun menggunakan cara-

cara keke Bahkan ada kecenderungan bahwa keberadaan Inpres telah semakin
memperluas ilayah 'konflik Aceh’. Orang dengan seketika melupakan
_ ketidakjelasan proses kerja Pansus Aceh di DPR. Masyarakat juga kemudian
* melupakan bahwa pemerintah pernah memilih dan mencoba cara-cara yang lebih
manusiawi melalui Jeda Kemanusiaan, Moratorium dan Pembuatan Zona Aman.
[M. Pelaksanaan operasi milter ini masih belum bisa dilepaskan dari kepentingan dan
motif ekonomi,| sebagaimana pernah terjadi pada masa DOM. Anggaran militer jelas

tidak akan mencukupi untuk membiayai ribuan tentara yang bertugas di sana, baik




4. 18 Maret 2001: Kapuspen TNI, Marsekal Muda Graito Husodo mengungkapkan
bahwa TNI telah menyiapkan 6 SSK untuk melakukan operasi militer di Aceh,
terdiri dari Kotrad, Kodam Diponegoro dan Kodam Siliwangi yang sedang dilatih di
Batujajar, Bandung.

21 Maret 20p1: Menhan Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah makin
mempertegull niatnya untuk menggelar operasi militer terbatas di Aceh. Kapolri
Jenderal S. Bimantoro bahkan tidak berkeberatan jika pada suatu kali TNI
. mengambil alih komando operasi keamanan di Aceh.

6. 23 Maret 2000: Menko Polsoskam, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, tidak
ada operasi militer terbatas di Aceh, yang ada adalah operasi keamanan yang
merupakan bdgian dari langkah strategis pemerintah untuk menyelesaikan masalah

Aceh.

7. 2 April 200]: Kapuspen TNI Marsda Graito Usodo menyatakan TNI telah
mempersiapkan pasukan sebanyak 6 SSK yang dilatih secara khusus untuk
menghadapi bagai gerakan sparatisme di tanah air, khususnya Acch. la
menyatakan, Sejak awal TNI berpendapat jika ada masalah-masalah keamanan
yang di luar groporsi dan kemampuar Polri maka semua akan menjadi porsi TNI."

8. 3 April 2001} KSAD Jenderal Endriartono Sutarto menyatakan bahwa Inpres yang
akan dikeluarkan "belum memberi keleluasaan kepada TNI untuk berperan lebih
jauh dalam pemulihan keamanan." Menurutnya, keleluasaan tersebut hanya akan
diperoleh jika|"di Aceh diberlakukan keadaan darurat”.

9. 4 April 200]: Pangkostrad Letjen Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa,

prajurit Kostrad siap ditugaskan ke Aceh guna mempertahankan keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. namun, seandainya terjadi korban jiwa, otoritas yang

memberi periptah harus berani bertanggungjawab! Jangan sampai terjadi misalnya,

*  begitu pasukan Kostrad telah sampai di Aceh dan lalu banyak korban jiwa tewas,
para prajurit kemudian dengan mudahnya disalahkan dan diseret-seret ke pengadilan
karena masalah hukum." _

10. 5 April 2001; Kapuspen Polri, Inspektur Jenderal Didi Widayadi menegaskan sudah
selayaknya diterapkan darurat militer atau sipil di Aceh, dengan alasan "bahwa
polisi yang dijterjunkan di Aceh bukan di-design untuk menghadapi gerakan sparatis.
Sebaliknya kekuatan TNI yang ada di sana diperuntukkan menghadapi gerakan sipil
bersenjata yang terus berusaha memisahkan diri dari NKRL"

Panglima AL Armada Barat, Laksda Si Putu Ardana menyatakan telah

b

A

mengoperasikan empat kapal perang di perairan selat Malaka, yang tergabung
dalam Operpsi Sabang Jaya dalam rangka mendukung operasi keamanan di Aceh.

11. 10 April 2001: Kapolri Jenderal S. Bimantoro menyatakan bahwa pemerintah akan
n Inpres tentang operasi keamanan di Aceh.

0I: Intruksi Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 2001 Tentang
kah Komprehesif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh resmi

dan dikeluarkan.

. mengelua
12. 11 April 2

—
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Menhan Mahfud MD menyatakan bahwa sesuai dengan UU Darurat No 23 tahun
1959 di wilayph Aceh sebenarnya sudah layak diberlakukan kondisi darurat militer,
namun tidak diberlakukan dengan pertimbangan rakyat Aceh trauma dengan operasi
militer. '

I Graito Husodo mengatakan bahwa TNI berusaha keras

payung hukum dan legitimasi, sehingga pemanfaatan pasukan TNI
\ceh tidak akan mendapatkan masalah di bidang aspek hukum dan

Kapuspen
mendapatkan
yang ada di
legitimasi.
13.16 April 200f: Danjen Kopassus Mayjen TNI Amirul Isnaeni dan Pangkostrad
Ryamizard Rypcudu menegaskan bahwa Kopassus dan Kostrad siap dikirim ke
Aceh.

14. 18 April 2001: Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa
pemerintah akan segera mengeluarkan maklumat damai kepada GAM yang
intinya mengajak mereka kembali ke meja perundingan.

KSAD Jenderal Endriartono Sutarto mengatakan bahwa Panglima TNI Laksamana
Widodo AS akan melepas keberangkatan pasukan TNI dari Pusat Latihan Korps
Baret Merah di Batujajar, Bandung menuju Aceh.

15.20 April 2001: Panglima TNI Laksamana Widodo AS menyatakan "...telah
disiapkan satuan-satuan TNI untuk mengatasi gerakan bersenjata sparatis Aceh
sebagai bagaign dari penyelesaian yang komprehensif, "Sebagai tindak lanjutnya,
maka telah dikeluarkan Dekrit Panglima TNI No 1/IV/2001 pada 14 April unutk
penugasan jajgran TNI untuk menanggulangi (menghancurkan) gerakan bersenjata

s sparatis Aceh itu."

16. 21 April 20013 Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa

« tugas Kepolisign di Aceh difokuskan untuk penegakan hukum serta pemeliharaan
keamanan dz ketertiban masyarakat. sedangkan TNI diorientasikan pada
pengamanan gbjek vital, melaksanakan operasi teritorial atau operasi bakti TNI
dan menghadapi gerakan sparatis bersenjata.

Kronologis di atas menunjukkan bahwa dengan ditandanganinya Inpres TNI --yang
didukung elemen sipil parlemen dan kelompok 'nasionalis chauvinistik'-- sesungguhnya f
telah memenangkan pertarungan konflik politik di tingkat pemerintahan dengan |
mengambil alih solysi Aceh. Statemen-statemen di atas memperlihatkan bahwa: pertama, |
TNI sangat berkepentingan untuk kembali melakukan operasi militer di Aceh. Kedua, !
TNI mendesakkan (legitimasi negara sebagai sarana untuk berlindung dari jerat hukum j
terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan selama operasi, melalui Inpres. Dan, ketiga, TNI
opini tentang kondisi Aceh yang hanya bisa ditangani oleh TNI
enjata yang nasionalis untuk mempertahankan NKRI.

ahinya Inpres No. 4 Tahun 2001 di tengah simpati dan sikap optimis

dekatan dialog dan perundingan untuk mencari solusi masalah Aceh
yang dilakukan oleh Pemerintah RI dan GAM, tentu sangat mengejutkan. Inpres yang
disetujui Sidang Kabinet 12 Maret 2001, dan Dewan Perwakilan Rakyat 28 Maret 2001
serta Dewan Pertjmbangan Agung 30 Maret 2001 jelas memperlihatkan bahwa |
thak yang berkepentingan dengan adanya Inpres ini membutuhkan

. P e e
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A

biaya operasional harian maupun biaya logistik pertempuran. Maka sudah dipastikan
militer kemudian akan melakukan pencarian dana ‘dengan caranya sendiri”. Mitos
tentara sebagai penjaga integrasi, pejuang rakyat dan se-abreg mitos lainnya akan
semakin memuluskan perjalanan mencari uang di Aceh.

IV. Pemerintah dan TNI serta GAM dalam konflik Aceh ternyata selalu menerapkan
~standar ganda dalam membangun upaya penyelesaian. Hal ini terlihat ketika

perjanjian-perjanjian ditandangani, terjadi juga aksi-aksi kekerasan yang dilakukan
en-clemen pemerintah dan GAM di' Aceh. Ketidakseriusan untuk

menyelesaikan Aceh muncul dari kuatnya tarik 'menarik antar faksi di tubuh
pemerintah dan GAM, antara yang memilih dialog atau perang.

terhadap gagasan dialog dalam penyél_els'a'iai;'_. Aceh yang berhasil dengan
ditandangainya Inpres telah menujukkan bahwa proses ‘konsolidasi politik di tingkat
clemen-elemen politik telah terjadi dan semakin solid. Gabungan kekuatan

politisi $ipil dan militer telah menjadikan Aceh sebagai ajang pertarungan dan
me posisi tawar dalam struktur politik. Secara sederhana, patutlah jika kita
mengagap bahwa Aceh merupakan korban konsolidasi kepentingan politik di level
negara - '.-r'; e LI £
AN ‘ AN
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PRESS RELEASE
A No: 46/PR-Kontras/10/01

: Tentang
s Dykungan Terhadap Upaya Gencatan Senjata
‘Y, Dalam Konflik Aceh '

Terhitung sejak fanggal 11 April 2001  hingga tanggal 31 September 001 (periode
angsunagnya [Inpres [No 4/2001) catatan investigasi dan monitoring Kontrz: dan Koalisi
250 HAM Aceh terhadpp kondisi kemanusiaan di Aceh menyebutkan bahwa ingka-angka
sberasan dan pelanggpran HAM di Aceh masih belum menunjukkan penurunan. Tercatat
12066 jiva lelah menjagli korban dalam periode tersebut, dimana 544 di antaianya adalah

“an pembunuban |di luar  prosedur hukum (extrajudicial killing), 219 korban
beenokapan/penahanap sewenang-wenang, 54 korban penghilangan paksa (involuntary
eoapereance), 230 korban penyiksaan dan 15 korban kekerasan terhadap perempuan.
sl mvestigasi juga mencatat 810 kasus” perusakan terhadap bangunan dan kendaraan
glem rentang waktu aptara 11 April - 31 September 2001 dimana 353 kasu: melibatkan

At THI <ebagai pelaku dan 447 kasus tidak teridentifikasi pelakunya.

Hal ini sesunggulinya menunjukkan bahwa Inpres No 4/2001, sebuah in.trumen yang
sksaban pemerintah |bagi penyelesaian persoalan Aceh gagal total, sebagqimana telah
foerkirakan banyak pihak. Kegagalan ini meliputi aspek ekonomi, politik, hukum dan
“cmanan, imana tidagk ada perubahan positif pada bidang-bidang tersebut. Jatuhnya
tan sipil sebagai ekses dari operasi militer telah menambah daftar persoal:m Aceh yang
wtunya menjadi tanggungjawab pemerintah di bidang perlindungan HAM. Hal ini penting
“oingat operasi tersebut telah meningkatkan aksi-aksi kekerasan oleh elemen-elemen
) bertikai di Aceh. Bahkan diperburuk dengan tidak adanya kontrol dan evaliiasi oleh DPR
aai pihale yang juga|mendesakkan Inpres tersebut.

Saal i gagasan penyelesaian tanpa kekerasan yang ditujukan bagi pihal.-pihak yang
wikal melalui upaya gencatan senjata kembali dimunculkan oleh Henry Dunant Centre
.0). Terhadap gagasan ini dan prospeksi penyelesaian masalah Aceh ke drpan, Kontras
~1menyampaikan beljerapa pandangan, antara lain;

T

¢ Upaya tersebut meryipakan upaya positif, asalkan tidak dilihat pada peroalan teknis
sengatan senjata di lppangan semata-mata. Upaya tersebut harus dilihat sehagal sebuah
upaya stralegis untuk kembali memulai penyelesaian Aceh dengan pendek-tan dialogis.
Palam hal ini gencatan senjata tersebut memerlukan adanya dukungan can desakan
publf tethadap percepatan gencatan senjata di Aceh, mengingat jatuhnya <orban pada
masa pelaksanaan Inpres No 4/2001 sudah cukup besar. Apa pun alas.inya operasi
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keamanan yang menjadi paket dari Inpres ternyata tidak bisa dan sepertinya tidak akan

pernah mampu megngeliminir jatuhnya korban dari kalangan sipil Aceh.
A

. Kontias memandgng perlu adanya dukungan Badan-badan Internasional untuk turut
wendukung dilakukannya gencatan senjata. Termasuk dalam hal mendesakk.n keseriusan
pemerintah Indongsia agar segera menyelesaikan masalah Aceh yang telah hetlarut-larut,
khususnya pelanggaran HAM yang masih terus terjadi dan menjadi konirol terhadap

lesaian yang berjalan. Kendala yang cukup mendasar dari upaya

penyelesaian Acel) adalah tidak adanya kemauan politik pemerintah Inc! n=2%ia untuk
engkoreksi kesalahannya di Aceh, tetapi justru teris menerus
mereproduksi kesglahan-kesalahan baru di Aceh, namun tidak mendapat "ontrol yang

mekanisie peny
mengakui | dan
retat dari publik Internasional.

- Perlu adanya ketefbukaan dan ketegasan Pemerintah dalam menyikapi per .oalan Aceh.

Terutama secara terbuka pemerintah harus memulainya melalui penyelesainan persoalan-
ial pelanggaran HAM masa lalu sebagai akibat dari kebijakan politik

persoalan substan
ekonomi negara secara tegas. Inpres yang ternyata terus menelan korban Falangan sipil
Aceh seharusnya (ilihat pemerintah secara terbuka lewat evaluasi dan 12fleksi yang
mendasar atas kondisi kemanusiaan di Aceh. Jika memang tidak efektif mak.i scmestinya
pemerintah tidak memperpanjang masa pemberlakuannya, melainkan hars menggali
alfernatif lain dalam upaya mengakhiri problem di Aceh.

ey

Terhadap dialog yang direncanakan dimulai pada tanggal 2 November /1101, Kontras
blum melihat adgnya kecenderungan aspek-aspek fundamental dan stralcgic menjadi
maten dari dialog |tersebut. Sehingga dialog tersebut tidak lebih dari seniicam “forum
seminar” biasa yang tidak bisa diharapkan dapat menghasilkan sebuah renr.ina strategis
penyelesaian Aceh| apalagi jika banyak pihak mensinyalir bahwa dialog te sebut hanya
akan membatasi pambicaraan pada issue tertentu.

PAN PEICERJA KONTRAS.
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Sia .an Pers Kontra$S
No .37 /SP-KontraS/VIII/O01

Regagallan Penyelesaian Kekerasan di Aceh

tedatangan pgra pejabat pemerintahsan akan menjadi sia-

keinginan untuk melakukan bentuk wusaha

dipertimbangkan dalam usaha mengambil
entang tindakan mana yang mungkin bisa
ingga efektif.
itu, KontraS perlu mengemukakan beberapa
patut menjadi perhatian bagi para Menteri
Panglima TNI dan Kapolri adalah;
rasan di Aceh
lakuan Instruksi Presiden No.4, tercatat

kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi
uatan tersebut meliputi pelanggaran atas hak
tidak melakukan perlindungan warga sipil

dalam konflik, campur tangan dalam
yvampaikan pendapat, kebebasan berkumpul dan
enganiayaan, melakukan tindakan semena-mena,

dan perampasan hak dan kebebasan lainnya yang dilakukan

g-wenandg.

‘us 2001 > data terlampir

keluarkannya inpres (April-Agustus)
meningkat tajam menjadi 193
an menelan 539 korban,

jumlah
peristiwa
dengan perincian 79

pembunuhan diluar prosedur hukum dengan
15 peristiwa penyiksaan dengan
tban mencapai 197 jiwa, 7 peristiwa

secara paksa dengan jumlah korban 29 orang
{s penahan semena-mena dengan ‘jumlah korban

JI. Mendut No. 3, Jakarta 10320-Indonesia

Aceh dilakukan tanpa memahami faktor-faktor
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v tidak

ri 2001-April 2001 = data terlampir

[Kontras mencatat selama diberlakukannya Inpres
itersebut terjadi peningkatan intensitas peristiwa
‘kekerasan, dalam tiga bulan sebelum berlakunya inpres

(Janugari-Maret) terjadi 79 peristiwa kekerasan yang
3 menyelpabkan jatuhnya 256 korban, dengan perincian 46
' peristiwa pembunuhan diluar prosedur hukum dengan
i jumlalh korban 100 jiwa, 16 peristiwa penyiksaan dengan
- Jumla korban mencapai 65 jiwa, 4 peristiwa
pengilangan secara paksa dengan jumlah korban 6 orang
dan 1B kasus penahan semena-mena dengan jumlah korban
B5 orang.
DaLi urgdian kekerasan diatas, terdapat beberapa catatan
penting,| diantaranya;
1.| Pemerjintah ternyata masih melihat problem Aceh sebagai
probllem instabilitas keamanan semata-mata. Pemerintah
sengaja mengesampingkan faktor-faktor yang lain vyang
juga | integral dalam problem Aceh, seperti problem
ketidakadilan distribusi pembangunan, sementara di
Aceh | terjadi eksploitasi sumber daya alamnya «dan
probllem pelanggaran Hak Asasi Manusia sejak periode
| DOM.
a. | Perubahan pendekatan penyelesaian Aceh melalui
Ly dialog yang pernah berlangsung kembali mundur
den&@h dimasukkannya operasi- militer vang
- kemudian menjadi dominan. Padahal semestinya
pendekatan keamanan hanya sebagai bagian upaya
pemerintah untuk menyelesaikan Aceh secara
menyeluruh. Walaupun persoalan mendasar yakni
pelanggaran ham masa lalu tidak tercantum dan
| | menjadi agenda dari Instruksi Presiden.
‘ b. |Kekerasan terhadap masyarakat sipil di Aceh
_ | sepertinya lebih disebabkan dari tidak
{ | berjalannya pendekatan politik, ekonomi, sosial
: dan budaya (diluar keamanan) dan over actingnya
para anggota militer dilapangan, yang merasa
H memiliki legitimasi Inpres No.4/2001. ‘
% 2. Milite¢r GAM beserta TNI dan POLRI yang melakukan

tindakan bersenjata dilapangan hingga menimbulkan
korban masyarakat sipil membuktikan bahwa kedua pihak

mampu melakukan kontrol yang efektif terhadap

militer/kelompok bersenjata masing-masing. Padahal




ertanggungjawab atas keselamatan penduduk sipil dalam

kekuatlan bersenjata merupakan aktor utama yang harus
? sebuahl konflik bersenjata.

3. Kedua |pihak tidak mampu menghentikan politik tuding-
menudihg atas kekerasan yang terjadi dilapangan.
. Selamal ini bentuk reaksi politik yang demikian tidak
membe rfi ruang  bagi proses pencarian fakta dan
penyeljdikan yang objektif dan tuntas, sehingga jelas
ﬁihak mana yang sebenarnya mengingkari proses
penyelesaian politik yang damai tanpa jatuhnya korban
gipil.| Dalam hal ini Komnas HAM seharusnya mampu
melakukan kewajibannya . untuk melakukan penyelidilan
atas diyigaan dan fakta terjadinya pelanggaran hak asasi
manusia di Aceh.

4. Target | sasaran dari tindak kekerasan yang dilakukan
aparat | keamanan ternyata tidak hanya anggota GAM,
melainkan termasuk para aktifis hak asasi manusia,
yang bekerfjp untuk perdamaian dan memberikan bantuan
kemanudiaan®

RekomenFasi
o _ . .
Larl paparan lumum diatas, maka kami menyatakan;

« L» Thpres No.d tahun 2001 harus segera dicabut,
mengingat inefektifitas penyelesaian konflik Aceh

secara | komprehensif yang sudah berlangsung selama 4
bulan.
2. Penyelejsaian politik Aceh harus kembali lagi ke meja
perundipgan demi melindungi keselamatan masyarakat
sipil ypng selama ini selalu menjadi korban. 5
! d. Mendesak Pemerintah RI c¢q Panglima TNI dan
Kapgolri agar menghentikan seqgala bentuk kekerasan
yang mengorbankan masyarakat sipil. FKarena itu
konitrol terhadap anggota TNI dan Polri pada level
apapun yang terlibat dalam kekerasan dan
i pelanggaran HAM harus dipertanggungjawabkan.
b. Kecpman Pemerintah RI terhadap kekerasan yang
< dilpkukan GAM tidak dapat begitu saja
meminggirkan koreksi atas kekerasan yang
dilgkukan oleh aparat TNI dan Polri. Sebab, untuk
- v mempengaruhi  kelompok bersenjata (GAM) ---agar
beryinding & turut menghormati hak asasi manusia--
|
3




Tsangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah RI

mampu melakukan koreksi terhadap tindak kekerasan

yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri. Apabila

lHal ini terus dilakukan, maka tindakan Lersebut
- Manya akan menimbulkan teror dan kesia-siaan

, terhadap masyarakatnya.

3. Penyellesaian Aceh melalui proses hukum atas kekerasan

.' x 2 ; : i
‘!dan pelanggaran  hak asasi manusia - harus menjadi
[bagian integral dari penyelesaian Aceh secara

£ - menyeluruh,

A Jakarta, 22 Agustus 2001
E 4 Badan Pekerja
Divisi Advokasi
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f Datyf Pelanggaran ITAM Bulanan (Januari-Maret 2001)
Berdasarkan Jenis pelanggaran HAM dan Pelaku
& -if_*l;-l;illllllilllilll diluaf Penyiksaan Penghilangan Penangkapan dan| Jumlah
' proses Hulgum orang secara| penahanan
; - : _paksa semena-mena
“’cristiw:t I ICorban Peristiva ] Korban PcristiwnJ Korban | Peristiwa | Korban | Peris | Korban
|
b 11 2 20 0 0 1 3 9 34
o il 2 0 0 0 0 2 Ty Is
2 2 0 0 | ! 3 5 6 8
£ 2 3 | 8 0 0 0 0 3 11
3 16 2 10 0 0 () 0 5 26
|14 34 5 38 1 1 6 2] 26 94
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| 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 &
| ! 3 J g I I 3 29 8 37 4 1
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. Datg Pelanggaran HAM Bulanan (April - Juni 2001)
Bepllasarkan Jenis pelanggaran HAM dan Pelaku
T . ‘ Yanihilans: > i
e stk diliur ‘ Penghilangan Penangkapan dan
g Penyiksaan orang secarn penahanan Jumlah
proses Hukum
paksa semena-mena P
' alaristiva ] Korban || Peristiwa | Korban Peristiva | Korban Peristiwa | Korban Peristiva | Karban
0 £
hi |3 3 |- 1 ! 1 0 0 & 5
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
el 1 0 0 0 0 0 0 | |
| |2 3 |2 6 0 0 0 0 4 9
o | 28 30 25 25 0 4 1 9 57 68
RE 37 28 32 1 5 4 9 67 83
ol | 6 8 2 4 0 0 4 16 12 28
= 3 [ 50 0 0 0 0 3 53
19 18 1 | 0 0 4 5 14 24
b |0 0 0 0 0 ! 1 I ! I
s | 14 21 3 6 1 1 | 1 19 29
b (3L 50 7 61 1 | 10 23 49 135
i |0 0 8 i3 i 1 2 2 i 6
B e 14 5 7 0 0 5 15 11 36
. 0 0 3 206 3 21 1 9 7 56
=10 0 | 2 [ [ 0 0 2 3
w0 | 2 2 18 37 0 0 0 20 39
bl |3 16 35 85 5 23 8 26 54 130
ERK 0 BIE 2 0 0 3 7 4 9
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= 0 0 0 0 0 4 26 4 | 26
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PRESS RELEASE

No: 41/PR-Kontras/IX/01

Tentang

Tangdapan Terhadap Kunjungan Presiden ke Aceh

“hagaimana  diketahui,  Presiden Megawati Soekarnoputri  telah 1 efiikirkan

1 pada tanggal 8 September lalu. Dalam kunjungan sincikat ini -6
enyampaikan pidato tanpa teks yang intinya, mengalui hahwa

" ntah pada masa falu telah melakukan banyak kesalahan dan ia memint: maaf atas

meminta kepada rakyat Aceh untuk melihat masa deyan. Tidak

g terbuka dengpin publik Aceh, tidak ada keputusan politik yang berarti. can tidak
& 200 Juar biasa selain pengamanan kota yang diperketat dan penoiakari presiclen
A interupsi seorg nNg mahasiswa Aceh pada saat berpidato.

lakukan oleh Presiden Megawati menunjukkan:

B bahwa pemerintah memang tidak pernah membuat agenda politik yan«: sunqgquh-
@t untuk menyelespikan Aceh. Publik Aceh kembali terpaksa menyaksikan ! unjungan
Wonal seorang kepala Negara tanpa mendapat manfaat apapun dari kunjuinigan yang

t Aceh ini,

= hahwa pemerintah masih menganggap problem Aceh bersumber dari intern Publik
a8 copert problem keparatisme dan ketidakadilan distribusi ekonomi, <elingga

ya hanya berupa Perpanjangan Inpres 4 tahun 2001 «f 1 ()i} MNo.
Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintah masih belm ey i)k,

anakap perspalan Ateh yang sesungqguhnya bersumber dari kebijakan sej.k pieriode

=1 hinggal saat in
vk di Aceh

= wenyataan-kenyat

-
“enntah hanus secd
% dan sekedar kun;
wiah kondidi Aceh y

i yang berimplikasi pada memburuknya kondisi ekon mi, snsial

nan di atas, Kontras menyatakan bahwa:

ra serius menyelesaikan persoalan Aceh dengan ag wla yang
ungan, namun berupa tindakan kongkrit yang signit:l an untuk
ang disertai dengan evaluasi dan kontrol yang ketat.
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3 Kont

melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalaha
ubah paradigma dalam melihat persoalan

Ltan tindakan pelanggaran di Aceh yang berak
rsoalan-persoalan baru di Aceh saat ini.

N masa laliinya, baik
Aceh, atan dengan
ibat jatuhnva korban

bersedia melakukan pengusutan dan penghentian terhaciap

N HAM yang masih terus dilakukannya hingga saat ini dalin
Oalan Aceh. Pendekatan keamanan yang digunakqi
yesatkan publik dalam memahami konteks persoalan

iskan Aceh dalam kondisi kemanusiaan yang semakin hur
2001

segala
Proses
negara
Acely dan

1

as

wr
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Pembunuhan Dayan Dawood;
Bukti Memﬂmruknya Kondisi Keselamatan Masyarakat Aceh

Pe unuhanllerhada]: tokoh masyarakat Aceh kembali terjadi. Kali ini penembakan yang
W mengakibatkan pembpinuhan tersebut menimpa Profesor Dayan Dawood (6 September
W 2001). Peristiwa seripa juga dialami oleh Rektor IAIN Ar-Raniry Aceh dan berbagai
koh Aceh lainnya. ini merupakan peristiwa serupa yang kesekian kalinya. Korban yang
uga Rektor Universifas Syiah Kuala ACEH merupakan salah seorang tokoh masyarakat

enyelesaian | masala
elesaian yang efektif untuk meredakan atau mengatasi konflik Aceh. Melalui
pusnya, Unsyiah,| ia mencoba menggagaskan formula baru sebagai terapi konflik
Aceh, yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga yakin bahwa masyarakat
“Ash juga mampu melakukan penyelesaian masalah Aceh, jika memang keterlibatan
, pihak luar tidak dapat membantu penyelesaian Aceh.

Ke}adian ini bukanlah| peristiwa pembunuban yang pertama kali, melainkan telah banyak
‘werjadi dan mengorbgnkan banyak aktifis kemanusiaan dan tokoh Aceh. Diantaranya
- adalah Tgk.N4ashirudi Daud (anggota DPR RI), Tg Bantaqiyah (salah seorang pimpinan
Dayal/pesantren), Jafar Siddiq (Ketua International Forum for Aceh), Sukardi (Aktifis
Kemanusiaan Yayasai Rumpun Bambu), beberapa aktifis Lsm RATA yang disiksa dan
_dibunuh, dan masih bgnyak tindak kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya
. yang menimpa para | aktifis kemanusiaan dan tokoh masyarakat Aceh. Selain itu
 kekerasan terhadap mphasiswa juga tidak luput dari catatan kekerasan aparat keamanan.
Berbagai penangkapap dan penahanan terhadap para mahasiswa menunjukan bahwa
pihak yang terlibat konflik tidak menempatkan mahasiswa yang melakukan kampanye
perdamaian dan kemapusiaan sebagai elemen penting dalam proses penyelesaian masalah
Aceh. Artinya ruang politik bagi partisipasi masyarakat dan mahasiswa diblokade dengan
tindakan-tindakan atas\nama keamanan Aceh.

5

~ Dari paparan kekerasm dan pelanggaran hak asasi manusia diatas, dapat ditarik beberapa
caffitan penting yang perlu digarisbawahi; -




ses tuding-menuding dari pihak-pihak yang terlibat konflik, atas setiap aksi _

i Aceh adalah bentuk reaksi politik yang tidak konstruktif bagi penyelesaian :
:h ke depan. Bahkan merupakan bentuk penghianatan atas proses I

jamai ity sendiri. - s

Kedua, bany#knyﬂ pdristiwa pembunuhan terhadap tokoh-tokoh masyarakat Aceh telah | E
membuktikan kembalj kegagalan negara yang selama ini menyelesaikan masalah Aceh | i
melalui pendekatan kepmanan dan militer. RS
- | | K

Ketign, siapapun p¢laku pembunuhan tersebut, tindakan seperti ini akan terus '
memperparah buruknya kondisi keamanan masyarakat Aceh terutama yang menyangkut ‘

% leselamatan warga mgsyarakat Aceh. -

_Keempat, peristiwa yang terjadi menjelang kedatangan Megawati Soekarnoputri juga
" mengundang pertanyaan besar. Apakah peristiwa ini merupakan sinyal bagi Pemerintah
 bahwa kondisi keamapan di Aceh benar-benar memerlukan pendekatan keamanan. Tetapi
% bisa saja hal ini merupakan tindakan atas gagasan-gagasannya yang selama ini kritis dan
. vokal dalam masalah Aceh.

i Memang motif dibali§ pembunuhan tersebut masih menjadi teka-teki. Namun yang jelas,
= angat ironis ketika japarat berkampanye bahwa pendekatan keamanan adalah untuk
8 menjaga keselamatan|masyarakat, tetapi yang terjadi adalah anggota masyarakat yang (L
_ﬁanggap tokoh pentjng justru menjadi korban dan luput dari pengamanan. Apalagi o j;_
“anggota masylarakat biasa. [ |

- '-blEn karena itu, Kontias menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

Universitas Sylah Kuala.

g L Meny#takan I.Iela sungkawa atas meninggalnya Prof Dayan Dawood, Rektor
y |

!
r
|
2. Mengecam keras tindakan pembunuhan atas diri Prof Dayan Dawood. Berbagai
peristiwa kekerasan di Aceh yang terus berlangsung dan meluas terhadap berbagai &
|

——

kelompok masyarakat, membuktikan bahwa konflik Pemerintah Rl (TNI dan
Polri) dan GAM telah menempatkan Aceh hanya sebagai arena kekerasan.
Tindakan tersgbut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan
perdamaian.

N T P

. Meminta dengan segera kepada pihak-pihak yang bertikai untuk kembali ke meja
perundingan dan terus melakukan dialog dengan melibatkan seluruh lapisan
masyarakat Ageh yang selama ini menjadi korban, dan pihak yang pahpgg 1 1
menderita. : :

. Penyelidikan dan pengadilan hak asagi manusia untuk me gadlh B. ara pelaku dgi 1§
para penangguyngjawab atas pelaksanﬂ n operasi, mlhter ‘dan tindak kekerasay W
lainnya meruppkan sebuah keharusa ?ﬁbag i tlt(k awal penyelqsalan masala ol

" g
\ } b | :
1 ! ! (£




Aceh. Tanpa proses ini penyelesaian Aceh secara damai. dan komprehensif
menjadi mustahil.

3
E Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
. kasih,

f Jakarta, 7 September 20(
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